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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Negeri atau yang disebut dengan nama lain Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2)

menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Republik Indonesia

Menurut Talizaduhu Ndraha (1981 : 10) mengemukakan bahwa :

Suatu wilayah tempat tingggal bersama, dengan berbagai nama,
seperti Desa, Kampung, Papunduhan, Kemandoran, Ampian,
Cantilan, Duku, Banjar di Jawa Barat, Wanua di Minasa, dan
sebagainya. Telah ada di Indonesia sebelum kolonisasi. Desa
sebagai kesatuan masyarakat dimana tempat tinggal sejumlah
penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, adalah
suatu organisasi masyarakat hukum yang ada sejak lama,
mendahului masyarakat hukum di sebut negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan




garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang
keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang
demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan
cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah
desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi
bagi setiap warganya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan
Permusyawaratan Desa. Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini, dikenal dengan
nama Saniri yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan,
melestarikan adat istiadat, dan penampung dan penyalur aspirasi
masyarakat. Hal ini sejalan dengan isyarat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 209 menyebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan
desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD)
diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang

sedikit berkurang.



Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang
merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai
dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa di Desa Tulehu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang
terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah
desa diawasi oleh Saniri negeri merupakan lembaga perwakilan masyarakat
di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan .

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur
berdasarkan peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk
oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Untuk Saniri Negeri Di
Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun
2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri.

Desa Tulehu merupakan desa di Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah yang telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
atau yang selanjutnya disebut Saniri Negeri. Kantor Saniri Negeri di Desa
Tulehu berada di kantor Desa. Banyak sedikitnya jumlah anggota Saniri
Negeri ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di desa

tersebut. Di Desa Tulehu anggota Saniri Negeri berjumlah 25 (dua lima)




Saniri Negeri. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk
mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa
termasuk pemerintah desa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan.
Oleh karena itu Saniri Negeri sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan
desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya
sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul
TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN SANIRI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (RAJA). (STUDI KASUS DESA TULEHU KECAMATAN

SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH).

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan mekanisme pemilihan Kepala Desa (Raja)
di Desa Tulehu?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam
pemilihan Kepala Desa (Raja) di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu

Kabupaten Maluku Tengah ?



1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Kepala Desa (Raja)
Tulehu Kecamatan, Salahutu Kabupaten Maluku Tengabh.

Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam
pemilihan kepala Desa (Raja), di Desa Tulehu Kecamatan

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

b.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a.

Kegunaan teoritis, yaitu secara teoritis kegunaan penelitian ini
adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu
khususnya tentang keberadaan saniri dalam pemilihan kepala
desa (Raja).di Teluhu kecamatan salahutu kab. Maluku Tengah.
Kegunaan praktis, Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan
bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan
sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui

pembentukan saniri



2. Bagi pemerintah desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai
bahan informasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan
fungsi dan kewenangan saniri.

3. Bagi saniri bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan

pelaksanaan saniri dalam hal pemilihan kepala desa (Raja).

1.4. Metode Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi
penelitian disebabkan karena Desa Tulehu yang maju dalam pemerintahan
dan perkembangan masyarakat. Disamping itu penulis berasal dari desa
tersebut yang memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang akurat

serta efisien dalam jarak dan waktu.

b. Jenis dan Sumber Data
Jenis Data:
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer
dan Data Sekunder. Jenis data primer adalah data utama yang
berhubungan langsung dengan penelitian ini, sedangkan jenis data

sekunder adalah data pendukung data utama yang berfungsi

menjelaskan data utama penelitian ini.




Sumber Data:

Sumber data primer, diperoleh dengan jalan melakukan penelitian
Pustaka,lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang
bersangkutan terhadap masalah yang akan dibahas dalam hal ini
adalah dari Badan Permusyawaratan Desa atau saniri, pemerintah
desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan
masyarakat yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh pemuda. Untuk
memperoleh sumber data primer.

Data sekunder, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai
literatur yang berhubungan dengan obyek studi yang dijadikan
landasan teori dalam penelitian lapangan baik untuk memperoleh
data primer, maupun untuk menentukan metode analisis yang

digunakan untuk menyempurnakan penelitian ini.

c.Teknik Pengumpulan data
1. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengambil data
sekunder yang merupakan kerangka dasar untuk membahas
permasalahan, dengan cara membaca dan mempelajari semua
aspek yang berhubungan dengan pembahasan yang bersifat

teori sebagai pendukung data empiris.



2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sumber primer
secara langsung pada obyek atau sumber data. Untuk
memperoleh data yang akurat dalam penelitian lapangan
dilakukan. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung
pada lokasi penelitian di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah.

Wawancara, langsung kepada anggota Badan Permusyawartan
Desa, atau Saniri negeri pemerintahan di Desa Tulehu

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara

induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulkan data, reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi data.

1.

Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh di
lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen
dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.
Reduksi data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum

direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang di
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fokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian yang
disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian di
dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan
kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau
rangkaian yang disusun secara sistematis.

Sajian data

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.
Verifikasi data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,
dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil
penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk
mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari
hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat

kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

e. Gambaran Umum Desa Tulehu

a.

Keadaan Geografis

Desa Tulehu adalah Desa yang letaknya 25 Km di bagian
timur Ibukota Propinsi maluku yaitu ambon. Desa Tulehu
termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Salahutu diapit

oleh beberapa Desa antara lain:
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1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tengah-Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tial dan Suli.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waai.

4. Sebelah Utara berbatasan dengan laut.

Desa Tulehu kini, ditetapkan oleh pemerintah sebagai ibukota
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Desa Tulehu letaknya
sangat strategis, karena menghubungkan ibukota Kabupaten Maluku Tengah
(Masohi) juga Kecamatan lain di Pulau Seram.

Wilayah Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah terbagi menjadi 14 (empat belas) dusun yaitu Dusun Hurnala 1
(satu), Dusun Hurnala 2 (dua), Dusun Mamokeng 1 (satu), Dusun Mamokeng
2 (dua), Dusun Rupahitu, Dusun Kubulouw, Dusun Pohon Mangga 1 (satu),
Dusun Pohon Mangga 2 (dua), Dusun Sarimadu, Dusun Kampong Lama,
Dusun Kampong Tengah, Dusun Kampong Baru, Dusun Pahlawan, Dusun
Tanjung. Dengan pengurus RT (Rukun Tetangga) dan pengurus RW (Rukun
Warga). Dimana jumlah penduduk totalnya 17.307 jiwa yang terdiri dari
jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 8472 jiwa dan jumlah
penduduk dengan jenis kelamin perempuan 8.835 jiwa.

Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di wilayah Kecamatan Salahutu

dapat dilihat pada tabel 1 di dibawabh ini:
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Tabel 1

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Salahutu

Dirinci dari tiap-tiap Desa

No. Desa Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1. | Desa Tulehu 8.472 8.835 17.307
2. | Desa Tial 1.457 1.430 2.887
3. | Desa Tengah-Tengah 1.097 1.135 2.232
4. | Desa Suli 3.714 3.763 7.477
5. | Desa Waai 4.102 3.996 8.098
6. | Desa Liang 4.348 4493 8.791
Jumiah 23.190 23.652 46.792

Sumber Data: Kantor Kecamatan Salahutu. 2011

b.

Keadaan Alam

Desa Tulehu merupakan desa yang sangat luas
daratannya di wilayah Kecamatan Salahutu dengan iklimnya
yang sangat membantu proses perkembangan alam. Kecamatan
Salahutu khususnya Desa Tulehu sebagai daerah yang sangat
besar potensi alamnya di laut maupun di darat. Desa Tulehu
dengan alam daratnya yang berimbang antara daratan dan
pegunungan dan antara daerah karang berbatuan dan tanah
yang subur, kekayaan Desa Tulehu terdiri dari hasil produktif
jangka panjang antara lain durian, kenari, cengkeh, pala, kelapa
dan lain-lain.

Ini menjadi andalan masyarakat Desa Tulehu selain

sumber daya alam yang belum digali yaitu air panas yang
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terdapat di tiga tempat berjauhan yaitu, pantai Tulehu, Hutan Sila,
dan Hutan Hatu Wasa di daerah laut amat bervariasi, laut Desa
Tulehu masih menyimpan berbagai biota laut yang belum digali

selain ikan yang sangat banyak

Jumlah Penduduk

Desa Tulehu termasuk daerah yang sangat berpotensi
juga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat
dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Salahutu bahkan di
desa-desa se-Maluku Tengah, maka perlu diketahui data yang
tercatat pada kantor desa Tulehu pada tahun 2011, desa Tulehu
memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.307 jiwa dengan jumlah
kepala keluarga sebanyak 5.125 jiwa dimana jumlah penduduk
laki-lakinya sebanyak 8.472 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 8.835 jiwa. Disini sudah jelas terlihat
bahwa Desa Tulehu, jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kewarganegaraan untuk masyarakat Desa Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah Warga
Negara Indonesia (WNI) keturunan Suku Ambon asli. Agama
mayoritas yang dianut oleh penduduk Desa Tulehu adalah

mayoritas Agama Islam.
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dimanfaatkan dengan baik, pendidikan di Desa Tulehu sebagai
ibukota Kecamatan Salahutu berkembang dengan pesat. Ini
terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari
taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi telah dibangun

di Desa Tulehu, dengan uraian sebagai berikut:

e Tingkat TK : 3 buah
> Tingkat SD : 12 buah
» Tingkat SMP : 2 buah
> Tingkat SMU : 5 buah
» Tingkat Perguruan Tingggi : 1 buah

Uraian diatas menunjukan bahwa usia sekolah yang melanjutkat
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tergolong banyak hal yang didukung
oleh pendapatan penduduk yang cukup baik, ini merupakan kemajuan tinggi
masyarakat Desa Tulehu yang tidak mungkin dihindari dalam era kemajuan
Bangsa Indonesia.

Pada kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat Desa Tulehu
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah cukup baik. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 3 mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Tulehu,

Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.



Tabel 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tulehu
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No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk

TK 134 jiwa
SD 3.256 jiwa
SLTP 918 jiwa
SLTA 1.713 Jiwa
Perguruan Tinggi 1.028 Jiwa
Jumlah 7.049 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kecamatan Salahutu. 2011

Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Tulehu pada

umumnya banyak yang hanya berpendidikan SD meskipun sarana

pendidikan yang ada di Desa Tulehu sudah cukup memadai yaitu terdapat

TK (Taman Kanak- Kanak) dan Sekolah Dasar (SD), serta Desa Tulehu

adalah pusat pemerintahan kecamatan, dimana di Kecamatan Salahutu

terdapat beberapa SLTP/sederajat, SLTA/sederajat

baik negeri maupun

swasta, dan Maupun Universitas swasta akan tetapi masyarakatnya masih

banyak yang berpikir tradisional. Hal ini disebabkan karena kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan untuk masa

yang akan datang. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya pendidikan

bagi warga Desa Tulehu perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi.
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e. Mata Pencaharian
Masyarakat Desa Tulehu yang jumlah penduduknya lebih

banyak dibandingkan Desa lain di Kecamatan Salahutu bahkan di
Desa-desa di Maluku Tengah, dengan latar belakang sikap dan
daya pikir yang berbeda-beda pula menyebabkan penduduknya
memiliki mata pencaharian yang berbeda, selain itu juga
dipengaruhi oleh faktor letak geografis dan kemajuan pendidikan.
Masyarakat desa Tulehu memiliki mata pencaharian antara lain:
1. Petani
2. Nelayan
3. Pedagang
4. Pengusaha/Wira swasta
5. Pegawai Negeri
6. dan lai-lain

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 mengenai tingkat penduduk Desa

Tulehu berdasarkan Mata Pencarian.
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Keagamaan

Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional yaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka masyarakat
juga menaruh perhatian pada bidang agama, sedangkan
pelaksanaannya selalu memperhatikan Undang-Undang yang
berlaku sesuai dengan patensi-potensi masyarakat dan
kemampuan masyarakat. Adapun sasarannya mencakup
pembangunan fisik antara lain pembangunan sarana
peribadatan.

Sarana tempat peribadatan di Desa Tulehu, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dibangun dengan dana
swadaya masyarakat. Berikut ini data sarana peribadatan Desa
Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada

tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Sarana Peribadatan Desa Tulehu
No. Sarana Peribadatan Jumlah
T Masijid 14 buah
2. Mushola 11 buah
3. Gereja -
4. Wihara -
5. Pura -

Sumber Data: Hasil Penelitian 2012 munammad sarwo edy kotta
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terdiri dari Kepala Desa (Raja) serta Perangkat Desa lainnya, di
Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang
kenal oleh masyarakat desa tersebut adalah Saniri Negeri.
Fasilitas yang ada di Desa Tulehu sudah cukup
memadai, yaitu adanya sarana dan prasarana trasnportasi,
peribadatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain.
Demikianlah Gambaran umum secara singkat mengenai
lokasi penelitan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu,

Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012.




BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Saniri Negeri Dalam Pemerintah Desa Tulehu
a. Pengertian Saniri Negeri

Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat
istiadat dan hukum adat. Saniri Negeri berperan membentuk kepala Desa
(Raja) dalam menyelesaikan setiap perselishan di lingkup negeri atau dusun.
Saniri Negeri Tulehu beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari
kepala-kepala soa yakni dari beberapa marga yang ada di Desa Tulehu bagi
sistem kekeluargaan yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan yang
merupakan  telah ditentukan secara turun temurun. seiring dengan
diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.tentang
Pemerintahan Daerah yang menegaskan tentang Saniri Negeri dalam
pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang
terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa atau Saniri
Negeri.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Otonom Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaya Haw (2001 : 76) bahwa:

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsi otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut:

1.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi
urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi

nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan
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pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi daerah.
Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang beranggung jawab
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi,
yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan  kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin
hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu
membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar
daerah.

Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang
serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu
memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap

tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
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Bagir Manan (1994 : 39) mengatakan bahwa: Ada 3 faktor yang

sangat berpengaruh dalam demokrasi dan otonomi:

Untuk mewujudkan kebebasan (Liberty).

Untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu
memutuskan sendiri berbagai tindakan kepentingan yang
berkaitan langsung dengan mereka.

Untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap

masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

i

Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan;

Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang
dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan

Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah

provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Salam Setyawan (2003 : 94) memberikan penjelasan bahwa:

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
kemampuan sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat),
sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan
manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik
ekologis.
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Menurut Widjaya Haw (1992: 39), ada tiga variabel yang menjadi
tolak ukur kemampuan daerah otonom, yaitu:

1. Variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan pendapatan asli
daerah/keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi
masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, serta
kemampuan organisasi dan administrasi;

2. Variabel penunjang, yang terdiri dari faktor geografi dan faktor
sosial budaya; dan

3. Variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, pertahanan dan
keamanan serta penghayatan agama.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang
hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa
pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan,
dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan,
pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di
samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar
otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan

Nasional dan beberada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam
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pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Solly Lubis (1983 : 10 ) mengemukakan bahwa:

Pemerintahan desa adalah suatu aspek sosiopolitik yang tidak

terpisahkan dati aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan

nasional. Pemerintah desa selain subyek yang aktif juga sebagai
agen of devolopment di daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan
lainnya dan Kepada Desa (Raja) melalui pemerintahan desa dapat diberikan
penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah
daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di
luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang
dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun
karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen,
maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Bintanto dalam (Wisistiono dan Tahir, 2006 : 8) memandang desa

dari segi geografi; mendefenisikan desa sebagai berikut:

Seatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia

dengan lingkunganya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau

penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur

visisografi; sosial ekonomi, politis dan kultur yang saling berinteraksi
antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah

lain.
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Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri
sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Saniri Negeri telah melakukan langkah keliru dan membahayakan adat
dan persaudaraan warga Negeri Tulehu. Hal yang semestinya tidak harus
dilakukan. lIronisnya lagi keputusan Saniri itu diambil tanpa adanya
kewenangan lembaga Saniri Negeri terkait hal itu. Keputusan Saniri Negeri
itu harus dianggap tidak ada, bila tidak ingin disebut batal demi hukum

Peran Adat terhadap eksistensi Saniri Negeri serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Saniri Negeri menurut prinsip adat adalah merupakan
jantung dari kesatuan masyarakat adat suatu negeri, oleh karena Saniri
Negeri memiliki keterkaitan dan keterikatan yang utuh dari seluruh
masyarakat negeri. Saniri Negeri merupakan inspirasi yang timbul dari
masyarakat Tulehu sendiri yang diwujudkan untuk menciptakan keteraturan
dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat itu Sendiri. Adapun
beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi saniri dalam sistem
masyarakat adat di desa Tulehu.

Saniri, secara adat lembaga ini pun diatur oleh adat untuk menjaga
kelestarian lingkungannya, baik itu pada wilayah yang ditinggali oleh
masyarakat negeri itu maupun pada wilayah-wilayah petuanan yang dihuni
Kemudian setiap akhir tahun kinerja pemerintah negeri harus dipertanggung-
jawabkan dalam suatu forum yang besar yang melibatkan seluruh

masyarakat, ssmacam bentuk demokrasi langsung. Dalam forum ini seluruh
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pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-
pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada
masyarakat melalui Saniri negeri untuk menanyakan dan atau meminta
keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan
pertanggungjawaban tersebut.

Saniri di usul oleh rumah tau dan di serahkan ke kepala Desa (Raja)
dan di buatkan surat ke pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk
membuat Surat keputusan (SK) penetapan saniri yang itu di tanda tangani
langsung oleh kepala daerah atau Bupati. Dalam menjalankan Pemerintah
Desa, pemerintah Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,dan
sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya,

kepala Desa.

c. Fungsi Saniri Negeri

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam  penyelenggaraan
pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri
negeri sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa
bersangkutan. kerja Saniri Tulehu untuk melakukan verifikasi sejarah
terkesan karena mengabaikan kondisi faktual yang ada. Dari pendasaran
ketiadaan wewenang itu membuat keputusan Saniri Negeri Tulehu tidak
memiliki kekuatan hukum, bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sebab payung hukum .  Saniri negeri sebagai lembaga legislatif di tingkat
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adat pengakuan Saniri secara hukum sesuai Perda 04/2006 itu penting
untuk meningkatkan peran lembaga Saniri sebagai lembaga legislatif di
negeri. Dengan dibentuknya Saniri dengan Peraturan Negeri, secara de jure
Saniri punya kekuatan hukum, sehingga bisa menjalankan kewenangan,
tugas dan fungsinya sesuai Perda.

Sejak dibentuk kumpulan Perda-Perda terkait Negeri di Maluku
Tengah pada tahun 2006 silam, kekuatan mengikat Perda itu berlaku sejak
tanggal ditetapkan. Perda induk yakni Perda 01/2006 ditetapkan sejak
tanggal 9 Februari 2006. Perda 03/2006 berlaku sejak 13 Juni 2006. Perda
04/2006 berlaku tanggal 13 Juni 2006. Dengan demikian isi Perda-perda itu
sudah mengikat dan menjadi hukum bagi negeri-negeri adat di Maluku
tengah. Terkait eksistensi hukum dan keputusan Saniri Negeri Tulehu, dapat
dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dengan belum dibentuknya Saniri
Negeri Tulehu sesuai Peraturan Negeri Tulehu maka Saniri Negeri Belum
memiliki wewenang sesuai Perda. Dengan demikian, Saniri Negeri Tulehu
tidak bisa mengambil keputusan mengikat secara hukum, termasuk tiba-tiba
menetapkan matarumah/parentah.Kedua upaya menghadirkan sejarah yang
rumit oleh Saniri, terkesan mengabaikan kenyataan sejarah yang ada saat
ini. Penggunaan sumber-sumber sejarah yang tidak jelas rujukan dan
otentitas datanya, membuat Saniri Negeri terkesan memaksakan
kemauannya. Apalagi Saniri Negeri tidak memiliki kapasitas untuk menguji

manuskrip dan cara membaca sejarah.




2. 2. Pemilihan Kepala Desa (Raja)
a. Persyaratan

Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa (Raja), Saniri Negeri
membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa,
pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat panitian
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan
dimaksud identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,
melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaa pemilihan
kepala desa kepada Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan
penyaringan bakal colan kepala desa sesuai persyaratan. Bakal colan kepala
desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai colan kepala
desa oleh panitia pemilihan.

Calon kepala desa (Raja) yang berhak dipilih diumumkan kepada
masyarakat di tempat-temapat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat. Calon kepala desa (Raja) dapat melakukan
kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kepala desa (Raja) dipilih langsung oleh penduduk desa tulehu dari
calon-calon yang memenuhi syarat. Persyaratan kepala desa (Raja)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa:

1. Warga negara Republik Indonesia

2. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa
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3. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang
dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepala negara
Republik Indonesia serta pemerintah berpendidikan paling
rendah sekolah lanjutan pertama dan atau sederajat berumur
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-
tingginya 60 (enam puluh) tahun bersedia dicalonkan menjadi
kepala desa atau Raja yang tardaftar sebagai penduduk asli

tulehu.

b. Mekanisme

Musyawarah pembangunan Desa merupakan forum tahap sosialisasi
lanjutan ditingkat Desa atau forum difasilitasi oleh penyuluhan adalah
pembentukan panitia pemilihan kepala Desa (Raja) dan masa jabatan
kepada desa (Raja) dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya
berlaku ketentuan hukum adat setempat, dalam melakukan pemerintah
Desa atau perwakilan Desa tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama,
tokoh pemuda. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai
penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan kepala Desa (Raja)
dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa tulehu.
Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa dan

kepala dusun berada di bawah serta tanggungjawab kepala Desa (Raja).
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Tugas pejabat pemerintah negeri atau saniri negeri untuk melakukan
penjaringan bakal calon Raja dari matarumah turunan sesuai dengan
penetapan matarumah oleh saniri negeri. Melakukan pemilihan Raja dan
menetapkan makanisme pemilihan. Kalau belum ada pengganti maka saniri
negeri dapat mengusulkan pejabat sementara pemerintah negeri Tulehu, di

usulkan ke Bupati dengan masa jabatan 1 Tahun.

c. Pemilihan dan Penetapan

Pemilihan kepala desa (Raja) diselenggarakan oleh saniri negeri
yang bertanggungjawab kepada rumah tau atau masing-masing marga yang
ada di desa tulehu. Dalam melaksnakan tugasnya, saniri negeri
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Raja) atau
di bentuk panitia pengwasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala
desa (Raja) diatur dengan peraturan Daerah kabupaten/kota. Peraturan desa
yang di lakukan oleh saniri negeri atau penitia pemililihan kepala desa (Raja)
tulehu bahwa:

Mekanisme pembentukan panitia pemilihan.

Susunan, tugas wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan.
Hak memilih dan dipilih.

Persyaratan dan alat pembuktian

Penjaringan bakal calon

s 0o =

Pemilihan kepala desa (Raja) dan masa jabatan kepala desa (Raja)

dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
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sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan
hukum adat setempat. Pemilihan kepala desa (Raja), wajib memperhatikan
nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masysarakat hukum adat

yang ada di Desa Tulehu.

d. Pelantikan
Kepala desa (Raja) terpilih dilantik oleh bupati paling lama15 (Lima
belas) hari terhitung pada tanggal penerbitan keputusan Bupati. Pelantikan
kepala desa (Raja) dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan
masyarakat sebelum memangku jabatanya.
Kepala Desa (Raja) mengucapkan sumpah/janji,bahwa :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adiinya : bahawa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegahkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta
melaksanakan segalah peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Masa jabatan kepala desa 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan

dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.



BAB 3

PELAKSANAAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
(RAJA) DI DESA TULEHU

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang dikenal masyarakat
Desa Tulehu adalah Saniri Negeri merupakan pergantian nama dari Badan
Permusyawatan Desa (DPD) baru di tingkat pemerintahan desa sesuai
dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 yang
mempunyai kedudukan penting di dalam pemerintahan desa tersebut.
Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dijalankan bersama-sama
antara Saniri Negeri dengan pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa
(Raja) dan Perangkat Desa. Masa bakti anggota Saniri Negeri Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk masa
jabatan berikutnya. Untuk proses pembentukan anggota Saniri Negeri pada
Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menurut
Bapak John Saleh Ohorella,Sp selaku Raja Negeri Tulehu (Wawancara
tanggal 8 Februari 2012) mengatakan bahwa:

Dalam proses pembentukan Saniri Negeri berdasarkan keturunan

Mata Rumah yang berlaku berdasarkan adat negeri tulehu sejak

turun temurun, oleh sebab itu Raja mempunyai kewenangan untuk

menetapkan ketua dan anggota saniri sesuai dengan Mata Rumanh
yang sudah berlaku sejak turun-temurun.
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Diperkuat dengan pernyataan Bapak Ahmad Ohorella selaku tokoh

masyarakat (wawancara, tanggal 14 Februari 2012) mengatakan bahwa:

Dalam proses pembentukan Saniri Negeri, Kepala Desa (Raja)
memang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan
menetapkan Ketua dan Anggota Saniri Negeri, akan tetapi setelah
Kepala Desa (Raja) Membentuk Badan Saniri Negeri Tersebut, Raja
harus membentuk rapat Saniri Ira. Yaitu dengan mengeluarkan titah
Raja Untuk mengumpulkan semua masyarakat Negeri Tulehu di
Baileo (Rumah Adat) untuk memberitahukan atau mengumumkan
Saniri Negeri Tulehu yang telah di bentuk tersebut sekaligus
mendengar masukan dan saran-saran dari Masyarakat Negeri
Tulehu Tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 ditetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006
tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan
Negeri, persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa atau
dengan nama lain dalam desa tulehu adalah Saniri Negeri adalah penduduk
desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

a. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung

dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan
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Republik Indinesia seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan
organisasi terlarang lainnya;

Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan
hukuman penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;.

Berpendidikan serendah rendahnya sekolah lanjutan tingkat
pertama dan atau berpengetahuan sederajat;

Berumur sekurang kurangnya 25 (dua lima) tahun dan setinggi
tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;

Sehat jasmani dan rohani;

Berkelakuan baik, jujur dan adil;

Terdaftar secara sah sebagai warga Negeri/Negeri Administratif
setempat;

Bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir
secara tidak terputus putus;

Mengenal Negeri/Negeri Administratifnya dan dikenal oleh
masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan:
Bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri atau Badan

Permusyawaratan Negeri;



k.
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Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri diatur dalam pasal 12 Perda

Kabupaten Maluku Tengah No.7 Tahun 2006, yang ditentukan berdasarkan

jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai

berikut:

Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
Jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang
anggota;

Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang
anggota;

Jumlah penduduk lebih dari 2.5001 jiwa keatas, 11 orang

anggota.

Dalam pasal 7 Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006,

Saniri Negeri mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.

7
, .
_
.

C.

Membahas rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif
bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah
Negeri Negeri/Negeri Administratif;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala

Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
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d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif;

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan

Negeri

Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Tulehu Saniri Negeri
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Jalannya
pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
dan diawasi oleh Saniri Negeri. Keberadaan Saniri Negeri Tulehu dalam
pemerintahan desa sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah desa
merupakan suatu cara untuk menciptakan pemerintahan desa yang bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi terciptanya kemakmuran
Desa.

Jumlah anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu sebanyak 25 orang
terdiri dari 1 (satu) orang Ketua serta 1 (satu) orang Wakil Ketua. Menurut
Bapak John Saleh Ohorella,Sp selaku Kepala Desa (Raja), mengatakan
bahwa:

Walaupun di dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2006 Tentang
Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri adalah berjumlah
maksimal 11 anggota tetapi di Desa Tulehu jumlah anggota Saniri

Negeri sebanyak 25 anggota dan dihitung berdasarkan perwakilan
Soa/Marga sehingga bisa menjadi 11 anggota Saniri Negeri.
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Jumlah anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu berdasarkan jabatan
dan unsur keterwakilan dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:
Tabel 7

Jumlah Anggota Saniri Negeri

Berdasarkan Jabatan dan Unsur Keterwakilan

Sumber Data: Kantor Desa Tulehu, 2012

No. Nama Jabatan Unsur
Keterwakilan

1. | Dr.Ir.Ibrahim Ohorella.Mp Ketua Soa Wakan
2 Ibrahim Tawainella, SH Wakil ketua | Soa Lou
3 Hi. A. Karim Umarella Anggota Soa Asel
4 M. Umarella, SE Anggota Soa Asel
5 Drs. A. Rahman Nahumarury | Anggota Soa Ey
6 A. Rahim Nahumarury Anggota Soa Ey
7 Dahmat Tehupelasury Anggota Soa Teri
8 M. Tehupelasury Anggota Soa Teri
9 M. Saleh Marasabessy Anggota Soa Resi
10 | Mariam Tehuhatuella Anggota Soa Resi
11 | Hi. Ali Ohorella Anggota Soa Wakan
12 | Ahmad Jefen Ohorella Anggota Soa Wakan
13 | Drs.M Ohorella Anggota Soa Wakan
14 | Ismail Tawainella Anggota Soa Lou
15 | A. Rahman Hunusalela Anggota Soa Lou
16 | A. Tuasalamony Anggota Soa Lain
17 | A. Adelain Tuasalamony Anggota Soa Lain
18 | A. Gani Lestaluhu Anggota Soa Lating
19 | Hi. Jabir Lestaluhu Anggota Soa Lating
20 | Umar Lestaluhu Anggota Soa Lating
21 | Hi. Husen Lestaluhu Anggota Soa Lating
22 | A. Latif Tuasamu Anggota Soa Tuni

v 23 | Abas Tuasamu, SE Anggota Soa Tuni
24 | |star Kotta Anggota Soa Mony

7 25 | M. Ikbal Kotta, SE Anggota Soa Mony

:

|

i

Lebih lanjut dijelaskan jumlah anggota Saniri Negeri Tulehu

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini:
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paling rendah Diploma yaitu dua orang. Dari tingkat pendidikan di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu memiliki
tingkat pendidikan yang cukup baik.
Alat kelengkapan Saniri Negeri di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Saniri Negeri
Pimpinan Saniri Negeri di Desa Tulehu terdiri dari seorang ketua
dan seorang wakil ketua Saniri Negeri, yaitu sebagai berikut:
1. Ketua : Dr.Ir.Ibrahim Ohorella.Mp
2. Wakil Ketua . Ibrahim Tawainella, SH
Anggota Saniri Negeri di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah berhak menerima uang sidang yaitu dari Dana
Alokasi Umum (DAU), namun untuk besarnya akan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan kas Desa. Uang sidang Saniri Negeri Desa Tulehu
ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBD). Di samping itu untuk keperluan Saniri Negeri juga disediakan biaya
sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang di kelola oleh sekretaris
Saniri Negeri dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBD).
Pemilihan kepala desa (Raja) merupakan praktek demokrasi di
daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek

penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan
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minoritas untuk merebut jabatan kepala desa (Raja) Untuk mendapatkan
jabatan kepala desa (Raja) tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari
masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada
masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala dasa (Raja). Mengingat fungsi
Apaparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala
desa (Raja) yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang
mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping
memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh
masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan
sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi
warga desanya, Untuk itu harus benar-benar seorang pancasialis sejati yang
penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi.

Dalam peraturan desa di Desa Tulehu dapat kita lihat dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Raja), dimana dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 203 yaitu:

(1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1)

dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara
Republik Indonesia yang syarat selajutnya dan tata cara
pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman dalam
peraturan Pemerintah.

(2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam
pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai kepala desa.

(3) pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak tradisioonalnya sepanjang masih hidup dan yang
diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat

yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada
peraturan Pemerintah.
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Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemilihan Kepala Desa

(Raja) di Desa Tulehu adalah sebagai berikut:

a. Proses Pelaksanaan Pemilihan

Proses Pemilihan pemilihan Kepala Desa (Raja) yang berdasarkan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah

Negeri Antara lain:

1) Yang berhak dipilih menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri

Administratif adalah Penduduk Negeri/Negeri Administratif

dengan syarat:

a)
b)

c)

d)

e)

Warga Negara Indonesia;

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah;

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjut tingkatan
tingkat pertama atau sederajat;

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan

setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
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Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif;

Penduduk Negeri/Negeri administratif;

Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan
pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu dalam

peraturan Negeri/Negeri Administratif.

b. Pencalonan.

(1)

Kepanitian.

Kepanitian dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

(Raja) yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku

Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Antara lain:

1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pemerintahan

2)

Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri (BPN) membentuk Panitia
Pemilihan.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari anggota Saniri Negeri atau Badan




(2)

3)

4)

5)

6)
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Permusyawaratan Negeri (BPN), Kepala Kampung dan
Tokoh Masyarakat.

Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Saniri Negeri
atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dan disahkan
oleh Bupati.

Panitia Pemilihan sebagaiman dimaksud ayat (4), terdiri dari
ketua, sekretaris dan anggota.

Panita  Pemilihan Kepala Pemeritah  Negeri/Negeri
Administratif berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima)

orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 03 Tahun 2006, antara lain.

1)

2)

3)

Panitia Pemilihan Mengadakan konsultasi dengan Panitia
Pengawas sebelum pelaksanaan kegiatan penjaringan.

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) di atas Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan

penjaringan bakal calon.

Penjaringan bakal calon dilakukan secara umum dan terbuka;
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4) Selesai penjaringan seperti dimaksud ayat (2) di atas, Panitia
Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon.

Selain apa yang telah diuraikan di atas, Saniri Negeri sebagai
lembaga yang berkewenangan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa
(Raja) juga menetapkan syarat-syarat khusus dalam pemilihan Raja tersebut.
Syarat dimaksud antara lain, calon Raja harus bisa membaca Al-Quran
dengan baik, dapat memberi khotba dengan baik, tidak boleh menikah lebih
dari satu kali, berkepribadian baik yang dalam hal ini tidak pernah bejudi dan
mengkonsumsi minuman keras, serta harus memiliki kediaman tetap.

Syarat-syarat khusus tersebut di atas oleh masyarakat dinilai sebagai
hal yang dapat dimaklumi mengingat Negeri Tulehu adalah Negeri yang
dikenal memiliki karakter agama islam yang kuat dimana penduduknya pun
100 % memeluk agama islam. Bagi masyarakat Negeri Tulehu, Raja memiliki
tiga dimensi strategis antara lain sebagai Kepala Pemerintahan tingkat Desa,
sebagai Kepala Adat, dan sebagai pemuka Agama. Olehnya itu calon Raja
selain memiliki kemampuan intelektual, juga harus memiliki kemampuan
agama. Kemampuan agama ini secara jelas mendapat kedudukan khusus
dimasyarakat, misalnya saja terlihat pada saat sholat di masjid besar negeri
Tulehu. Raja selalu berada di baris depan disamping kanan mimbar khotba,
yang diikuti oleh pelaksana pemerintahan/adat lainnya sedangkan imam

masjid dan para modim berada disebelah kiri mimbar khotbah.




BAB 4

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN
SANIRI NEGERI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (RAJA)

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan dari Saniri Negeri pada
dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi
pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya fungsi dan kewenangan Saniri
Negeri dalam pemilihan Kepala Desa (Raja) di Desa Tulehu sekarang ini,
belum dilaksanakan secara efektif.

Pemilihan kepala desa (Raja) merupakan praktek demokrasi di
daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek
penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan
minoritas untuk merebut jabatan kepala desa (Raja) Untuk mendapatkan
jabatan kepala desa (Raja) tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari
masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada
masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala dasa (raja).

Menurut Bapak John Saleh Ohorella.Sp,Selaku Kepala Desa (Raja)
Negeri Tulehu (wawancara, tanggal 8 Februari 2012), mengatakan bahwa:

Dalam hal Pemelihan Kepala Desa (Raja) fungsi dan wewenang

Saniri Negeri sangat diperlukan, salah satunya adalah dalam hal
penetapkan persyaratan calon Raja, misalnya calon Raja harus
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memiliki kemampuan intelektual, kemampuan agama, xm‘smaucmz
kepemimpinan, pengetahuan adat Negeri dan _m_:-_.m_::<m.
Walaupun tidak diatur didalam Peraturan Daerah. Tetapi kalau
Saniri Negeri memandang perlu melakukan persyaratan tambahan,
sehingga bakal calon Raja itu betul-betul terselektif.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Nomor 03 Tahun 2006, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri (BPN) Membentuk Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
(BPN), Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Keberadaan Saniri Negeri sebagai

Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala
Desa (Raja) di Desa Tulehu adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan dan Fungsi Saniri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 04 tahun 2006 pasal 4 yaitu:

1. Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan un

Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;

2. Saniri Negeri mempunyai fungsi:

a) Menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan
istiadat, hukum adat dan budaya masyaraka
lingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang;

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

C) Menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama
Pemerintah Negeri;

d) Melakukan pengawasan dan penetapan a
pendapatan dan belanja negeri.

3. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilakukan oleh Saniri Negeri bersam
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Pemerintah  Negeri dan Kepala-kepala Soa vyang
mekanismennya ditetapkan dalam peraturan tata tertib Saniri
Negeri.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Kabupaten Maluku
Tengah Nomor 04 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sejajar dan
merupakan unsur penyelanggaraan Pemerintah  Negeri

administratif;
2. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif mempunyai
fungsi:

a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b) Menetapkan peraturan negeri administratif bersama-sama
Pemerintah Negeri Administratif:

c) Melakukan pengawasan dan penetapan anggaran
pendapatan belanja Negeri Administratif

b. Kinerja Saniri sebagai Pelaksana Fungsi Pengawasan.

Saniri mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa
bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu Saniri juga berfungsi
mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini
meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan
pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa (Raja).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Saniri berhak meminta
pertanggungjawaban Kepala Desa (Raja) serta meminta keterangan kepada

pemerintah desa.



Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan Saniri di Desa
Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai
berikut:

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Saniri Negeri dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan
mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana
Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr Ir. Ibrahim Ohorella,Mp
selaku ketua Saniri Negeri Desa Tulehu (wawancara, tanggal 24
Februari 2012) bahwa:

Segala tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh Saniri

Negeri baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di

dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari

ketentuan atau tidak.

Hal yang sama dikemukakan olen Bapak John Saleh
Ohorella.Sp selaku Kepala Desa (Raja) Tulehu (wawancara, tanggal
25 Februari 2012) mengatakan bahwa:

“sesuai dengan fungsinya Saniri Negeri di Desa Tulehu selalu

memantau kinerja Pemerintah Desa. Apabila terjadi

penyimpangan maka Saniri Negeri akan melakukan tindakan
yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan Saniri Negeri di

Desa Tulehu terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain

sebagai berikut :
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a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana
peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan lain-
lain.

b) Dalam hal terjadi penyelewengan, Saniri memberikan teguran
untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.

c) Saniri mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh
ketua Saniri.

Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka Saniri
memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam

peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati.

2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban
Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan
yang dilakukan oleh Saniri Negeri di Desa Tulehu dalam hal ini
adalah sebagai berikut:

a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
b) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang
digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk

pembangunan desa.
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3) Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa (Raja)

Kepala Desa (Raja) di dalam melaksanakan pemerintah desa
juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa (Raja).
Keputusan Kepala Desa (Raja) dibuat untuk mempermudah
jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor
Kepala Desa Tulehu, ada beberapa keputusan yang telah
dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala
Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa
yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDES) Desa
Tulehu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Saniri Negeri di Desa Tulehu
terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan
tersebut.

b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk
dijadikan pedoman penyusunan RAPBDES.

c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan
atau tidak.

d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada

penyelewengan.
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e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada
penyelewengan.

Menurut Bapak Dr.Ir.Ibrahim Ohorella,Mp selaku ketua Saniri
Negeri di Desa Tulehu (wawancara, tanggal 24 Februari 2012)
mengatakan bahwa:

Proses pembuatan keputusan tersebut harus sudah sesuai
dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari
keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan
peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk
kepentingan masyarakat desa.

Saniri Negeri sebagai wakil rakyat di desa dalam melaksanakan
fungsi dan kewenangannya dalam pemilihan Kepala Desa (Raja), sangat
diharapkan oleh masyarakat Negeri Tulehu untuk aspirasi tersebut untuk
disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Saniri Negeri di Desa Tulehu dalam melibatkan masyarakat sebagai
pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra untuk kerjasama sebagai
sumber/bahan aspirasi. Salah satunya Pihak-pihak itu misalnya, bila
mayoritas masyarakat suatu desa itu bermata pencaharian bertani, maka
pihak itu adalah para petani atau kelompok petani, atau tokoh masyarakat
yang bertani. Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya
berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama,

padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan

mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk
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meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-pihak lainnya
bisa berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga,
perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya.

Di Desa Tulehu aspirasi masyarakatnya relatif lebih banyak dan
beragam. Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama dapat
bertambah. Mereka di antaranya adalah para tokoh yang terdapat pada
berbagai parpol, berbagai ormas kepemudaan, berbagai agama, berbagai
aliran-pemahaman dalam seagama, berbagai pendidik, berbagai LSM,
masyarakat usaha di pasar, masyarakat usaha di pertokoan, para petani,
para buruh, para pelajar, para mahasiswa, para pegawai negeri sipil, para
anggota TNI, perkumpulan masyarakat dari beberapa daerah/etnis, dan
sebagainya. Ini semua akan berakibat pada banyak dan beragamnya aspiresi
masyarakat masing-masing yang selain banyak persamaannya terdapat juga

banyak perbedaannya.



BAB 5

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsana terkait masalah yang

diteliti, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa (Raja) di Negeri Tulehu Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah diselenggarakan oleh suatu
lembaga yang dikenal dengan Saniri Negeri. Dalam tahapannya
Saniri  Negeri selain melaksanakan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dalam Peraturan Daerah, juga mencantumkan
syarat-syarat khusus yang sesuai dengan kaidah yang hidup di
masyarakat Negeri Tulehu antara lain, Dapat membaca Al-Quran
dengan baik, dapat berkhotbah dengan baik, tidak boleh menikah
lebih dari satu kali, berperilaku baik dalam artian tidak pernah
berjudi dan mengkonsumsi alkohol, serta memiliki kediaman
tetap. Selanjutnya Saniri Negeri mengakomodir bakal calon dari
rumah tau yang berhak menjadi Raja yaitu “Wakan” atau dalam
marganya dikenal dengan Ohorella. Semua tahapan
dilaksanakan, Raja Terpilih ditetapkan oleh Saniri Negeri sebagai
simbol pengesahan Adat dan selanjutnya hasilnya diserahkan ke

Bupati untuk diproses pelantikan secara formil.
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Fungsi dan kewenangan Saniri Negeri dalam pemilihan Kepala
Desa (Raja) telah diisyaratkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006. Namun selain
selain fungsi dan kewenangan sebagaimana Peraturan Daerah
Tersebut, Saniri Negeri juga memiliki fungsi dan kewenangan
dalam hal tertentu sebagaimana yang telah dipraktikkan secara
turun temurun berdasarkan adat yang berlaku, antara lain
meneliti keturunan dari bakal calon serta menentukan syarat-
syarat khusus sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat Negeri Tulehu.

Saniri Negeri harus lebih proaktif dan teliti dalam melaksanakan
kewenangannya pada pemilihan Kepala Desa (Raja), misalnya
dengan meneliti lebih dalam apakah bakal calon tersebut benar-
benar sah sebagai calon Raja dengan miliki darah keturunan laki-
laki dan juga semua syarat yang telah ditetapkan harus bisa diuji
secara terbuka pada Rapat Saniri Ira (Rapat Besar Negeri).

Dalam menjalankan fungsi dan kewenanganya agar selalu
independen tidak terikat dengan dengan kepentingan-
kepentingan golongan tertentu dan menggali nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat Negeri Tulehu.
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